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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Safeguard dalam ketentuan WTO dan tata hukum Indonesia dan untuk mengetahui penerapan Safeguard di Indonesia dalam upaya melindungi industi dalam negeri dari lonjakan impor produk China. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Asean China Free Trade Area (ACFTA) menyebabkan lonjakan impor produk China, sehingga pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) sangat penting untuk diterapkan. Tindakan pengamanan tersebut dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dalam WTO dan tata hukum Indonesia. Dalam pasal 69 Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa safeguard berupa pengenaan bea masuk dan/atau penetapan kuota.
Kata kunci: Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard), Asean China Free Trade Area (ACFTA)

THE SAFEGUARDS ACTION TO PROTECTING DOMESTIC INDUSTRY FROM CHINESE INCREASE IMPORT PRODUCT POST ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the safeguard on WTO regulation and Indonesian Law, and to find out implementation Safeguard in Indonesia on protect domestic industry from Chinese increase import product. Method of research is normative legal research. Based on this research, Asian China Trade Area (AFCTA) cause chines increase import product, therefore safeguards are important to do. These actions based on WTO regulation and Indonesian Law. At article 69 Law Number 7 of 2014 concerning Trading explain in the form of safeguard are imposition of import duties and/or quota determination.
Keywords: Safeguard; Domestic Industry; Product.
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I. PENDAHULUAN
ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA)merupakankesepakatanantaranegara-negaraanggota ASEAN denganCinauntukmewujudkankawasanperdaganganbebasataumengurangihambatan-hambatanperdaganganbaiktarifmaupun non tarif, peningkatanaksespasarjasa, peraturandanketentuaninvestasi, sekaliguspeningkatanaspekkerjasamaekonomiuntukmendoronghubunganperekonomianparapihak ASEAN danCina, yang berlaku di Indonesia padatahun 2010.[footnoteRef:2]Pemerintahmembuataturandenganmeratifikasi Framework Agreement ASEAN-Cina FTA melaluikeputusanPresidenNomor 48 Tahun 2004 tentangPersetujuanKerangkaKerjaMengenaiKerjaSamaEkonomiMenyeluruhAntara Negara-negaraanggotaAsosiasiBangsa-bangsa Asia Tenggara danRepublik Rakyat China.  [2:  Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua, Rajawali Pers, 2018,  Hlm. 78] 

Pengurangan tariff sampaidengan 0% adalahprinsip yang diterapkandalamperdaganganbebas. Prinsipperdaganganinilah yang sekarangditerapkanoleh ASEAN dan China dalamruanglingkupkerjasama regional.[footnoteRef:3]Ketetapantarifdalam ACFTA diaturdalamperaturanmenterikeuangannomor 235/pmk.011/2008 tentangpenetapantarifbeamasukdalamrangkaasean china free trade area, dimanadalampasal 1 ayat (4) menyatakanbahwa “sepanjangtarifbeamasukditetapkanpadakolom (9) atasimporbarangdarinegararepublikrakyat China, tidakberlakuketentuantarifbeamasuksebagaimanadimaksudpadaayat (2).[footnoteRef:4] Hal inilah yang memudahkanmasuknyaproduk china keindonesia, danmembuatlonjakanjumlahbarangimpordari china ke Indonesia, sehinggamenyebabkankerugianseriusdanancamankrugianserius. [3: Nurhidatullah, Implikasi Perjanjian ACFTA, Hukum WTO, Perdagangan Bebas ASEAN-China, Universitas Gdjah Mada, Yogyakarta, 2011. Hlm 1]  [4:  Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/Pmk.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China Free Trade Area] 

Dalamundang-undangnomor 7 tahun 2014 tentangperdagangan.pasal 54 ayat (3) pemerintahdapatmembatasiimporbarangsebagaimanadimaksudpadaayat (1) denganalasanuntukmembangun, mempercepat, danmelindungiindustritertentu di dalamnegeri, dan/atauuntukmenjaganeracapembayarandan/neracaperdagangan.[footnoteRef:5]Namundalamundang-undangnomor 24 tahun 2000 tentangperjanjianinternasionalpasal 4 ayat (1) “pemerintahrepublikindonesiamembuatperjanjianinternasionaldengansatunegaraataulebih, organisasiinternasional, atausubjekhukuminternasional lain berdasarkankesepakatan, danparapihakberkewajibanuntukmelaksanakanperjanjiantersebutdengnitikadbaik.[footnoteRef:6] [5:  Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan]  [6:  Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional] 

Jadiuntukmelindungiindustridalamnegeridarilonjakanimporpemerintahhanyadapatmenerapkantindakanpengamananperdagangan (safeguard).Safeguard merupakantindakan yang diambilolehpemerintahuntukmemulihkankerugianatauancamankerugianseriusdarilonjakanjumlahbarangimpor.
Maka dari latar belakang itulah penulis merumuskan masalah bagaimana pengaturan Safeguard dalam ketentuan WTO dan tata hukum Indonesia, dan bagaimana penerapan Safeguard di Indonesia dalam upaya melindungi industi dalam negeri dari lonjakan impor produk China. Tujuan dan Manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan Safeguard dalam ketentuan WTO dan tata hukum IndonesiadanUntuk mengetahui penerapan Safeguard di Indonesia dalam upaya melindungi industi dalam negeri dari lonjakan impor produk China. Dan manfaat Secaraakademis diharapkan bisa memberikan manfaatpengembangan dalam ilmu hukum mengenai tindakan pengamanan perdagangan. Dan secarapraktisdiharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait teruama pemerintah, demi tercapainya tujuan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor industri sejenis dari negara Cina.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana menjadikan peraturan perundanng-undangan sebagai bahan utama dalam penelitian. Metode Pendekatan, metode yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptualdanpendekatankasus.
Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data : Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah berasal dari perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan beberapa bahan hukum lainnya yang tentunya berkaitan dengan penelitan ini.
II. PEMBAHASAN
Pengaturan Safeguard Dalam Ketentuan WTO Dan Tata Hukum Indonesia
Pengaturan Safeguard dalam GATT 1947
Tindakansafeguarddapatdilakukanapabilaunsur-unsurterjadinyaperkembangan yang tidakterdugadariadanyakewajibanpihak-pihak yang melakukankesepakatan  yang meliputikonsesiatastarifdimanaakibatnyajumlahbarangimpor yang masukkewilayahtersebutmeningkatpesathinggamenimbulkanancamankerugian yang seriusterhadapproduksejenissehingganegara-negara yang melakukankesepakatantersebutdiberikanwewenanguntukmengambiltindakanpencegahanterhadapkerugian yang lebihparah yang akandialamiindustridalamnegeri. Tindakanpencegahandanperbaikanitudapatberupapenundaankonsesi, menarik, ataumengubahkonsesi.Upayaperlindungansemacaminilah yang dikatakansebagaitindakansafeguard.[footnoteRef:7] [7:  Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), “Perlindungan Industri Melalui Kesepakatan Safeguard Word Trade Organization”, Brosur, hlm. 35] 

PengaturanSafeguarddalam GATT 1994 danAgreement on Safeguard (Safeguard Agreement)
Dengandiselenggarakannyaputaranakhirperundingan Uruguay Round di Marrakech (Marocco) 15 April 1994 akhirnyaberhasildisepakatihasilpersetujuan di bidangsafeguard.Adapunringkasanhasilperundingan di bidangsafeguardadalahsebagaiberikut:[footnoteRef:8]Safeguardadalahhakdaruratmembatasiimporapabilaterjadipeningktanimpor yang menimbulkanserious injuryterhadapindustridomestik, negaraberkembangkhawatirakanadanyalangkah yang semakinefektif, ketentuansafeguarddapatditerapkansecaraprofesionalselamapenyidikanapabila: 1) adabukti yang jelasbahwapeningkatantelahatauakanmenimbulkanserious injury, 2) apabilaketerlambatanpenerapansafeguardakanmenimbulkankerugian yang sulitdiperbaiki, ketentuansepertivoluntary export restraints (VER) tidakboelehditerapkan, safeguard tidakbolehditerapkanlebihdari 4 (empat) tahunkecualiapabilamasihperluuntukmencegah injury danindustri yang terkenasedangdalamrestrukturisasi, safeguard yang melebihisatutahunharusdihapusbertahapdanjikamelebihi 3 (tiga) tahunharusditinjaudalamsatusetengahtahun, safeguardtidakdikenakanuntuknegaraberkembangapabilapangsanegaratersebut 3% (tigapersen) ataukurangdari total impornegarapenerap safeguard danapabilapangsakolektifnegara-negaraberkembang 9% (Sembilan persen) ataukurangdari total impornegaratersebut. [8: Muhammad Sood, Op.Cit. hlm. 270] 





Pengaturan Safeguard Dalam Tata Hukum Indonesia
PengaturanTindakanPengamananMenurutUndang-undangNomor 17 Tahun 2006 tentangperubahanatasUndang-undangNomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan
Dalampasal 23A dinyatakanbahwa, Bea masuktindakanpengamanandapatdikenakanterhadapbarangimpordalamhalterdapatlonjakanbarangimporbaiksecaraabsolutmaupunrelatifterhadapbarangproduksidalamnegeri yang sejenisataubarang yang secaralansungbersaing, danlonjakanbarangimportersebut:[footnoteRef:9] 1. Menyebabkankerugianseriusterhapinsdustridalamnegeri yang memproduksibarangsejenisdenganbarangtersebutdan/ataubarang yang secaralansungbersaing:atau,2. Mengancamterjadinyakerugianseriusterhadapindustridalamnegeri yang memproduksibarangsejenisdan/ataubarang yang secaralansungbersaing. [9: Ibid, hlm.272] 

PerlindungandanPengamananPerdaganganMenurutUndang-undangNomor 7 tahun 2014 Perdagangan
apabilaterjadilonjakanimpor yang menyebabkanbarangsejenis di dalamnegerimengalamikeruian, haliniditegaskandalampasal 69 Undang-UndangPerdagangan yang menyatakan:[footnoteRef:10] [10: Ibid, hlm. 276] 

1) Dalamhalterjadilonjakanjumlahbarangimpor yang menyebabkanprodusendalamnegeridaribarangsejenisataubarang yang secaralangsungbersaingdengan yang diimpormengalamikerugianseriusatauancamankerugianserius, pemerintahberkewajibanmengambiltindakanpengamananperdaganganuntukmenghilangkanataumengurangikerugianseriusatauancamankerugianseriusdimaksud.
2) Tindakanpengamananperdagangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) berupapengenaanbeamasuktindakanpengamananperdagangandan/ataukuota.
3) Bea masuktindakanpengamananperdagangansebagaimnadimaksudpadaayat (2) ditetapkanolehmenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangkeuanganberdasarkanusulan yang telahdiputuskanolehMenteriPerdagangan.
4) Penetapankuotasebagimanadimaksudpadaayat (2) dilakukanolehMenteriPerdagangan. 

DalamPeraturanPemerintah No. 34 Tahun 2011 TentangTindakanAnti Dumping, TindakanImbalan, Dan TindakanPengamananPerdagangan
DalamPeraturanPemerintah No. 34 Tahun 2011 TentangTindakanAnti Dumping, TindakanImbalan, Dan TindakanPengamananPerdaganganlebihspesifikmengaturmengenaitindakan safeguard sendiri, baikmengenaipengertiannyamaupunprosedurnya. Tindakanpengamananperdagangan (Safeguard) dalamperaturaninidiaturdalampasal 1 angka 3 adalahtindakan yang diambilpemerintahuntukmemulihkankerugianseriusataumencegahancamankerugianserius yang dideritaolehindustridalamnegeri.Tindakanpengamanan,meliputipengenaanbeamasukdan/ataukuota. Besarnyabeamasukdalamtindakanpengamanantersebut paling tinggisebesarjumlah yang dibutuhkanuntukmemulihkankerugianseriusataumencegahancamankerugianseriusterhadapindustridalamnegeri. Sedangkanjumlahkuota yang ditetapkantidakbolehkurangdarijumlahimpor rata-rata paling sedikitdalam 3 (tiga) tahunterakhir, kecualiterdapatalasan yang jelasbahwakuota yang lebihrendahdiperlukanuntukmemulihkankerugianseriusataumencegahancamankerugianseriusterhadapindustridalamnegeri.[footnoteRef:11] [11: Agus Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) di Indonesia Relevansinya Dengan Mea 2015, PT. INCO, Vol. 10 No. 1, hlm. 27] 


Penerapan Safeguard di Indonesia Dalam Upaya Melindungi Industi Dalam Negeri Dari Lonjakan Impor Produk China
Analisis Ekspor-Impor Indonesia dan China paca Asean China Free Trade Area (ACFA)
ACFTA akan mendorong semakin tingginya tingkat perdagangan produk China ke pasar Indonesia. Salah satu syarat bagi suatu negara agar bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya free trade adalah kemampuan daya saing, akan tetapi berbagai studi menunjikkan beberapa elemen pembentuk daya saing, seperti tingkat efisiensi, produktivitas, dan lingkungan bisnis di China relatif lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia.[footnoteRef:12] [12:  Lia Amalia Wati dan Asfia Murni, Pengaruh Asean China Free Trade Area (ACFTA) Pada Perdagangan Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 4, No. 1 Tahun 2014, hal.932] 

Nilai ekspor Indonesia ke China dan Nilai impor Indonesia dari China dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Analisis Peningkatan Impor China
Neraca Perdagangan Indonesia-China (Dalam US$ Juta)
	Tahun
	Ekspor
	Impor
	Neraca

	2010
	15.692,6
	20.424,2
	-4.731,6

	2011
	22.941,1
	26.212,1
	-3.271,1

	2012
	21.659,5
	29.385,8
	-7.726,2

	2013
	22.601,4
	29.849,5
	-7.247,9

	2014
	17.606,2
	30.624,3
	-13.018,1

	2015
	15.046,4
	29.410,8
	-14.364,4


Sumber : Kementrian Perdagangan (dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 1 Tahun 2014)				
Data impor diatas menunjukkan nilai impor yang selalu naik setiap tahun. Selama rentang tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan impor secara konsisten, sedangkan selanjutnya terjadi penurunan impor pada tahun 2015, jika dicermati dengan membandingkan  tahun awal (tahun 2010) dengan tahun akhir periode penyelidikan (tahun 2015), telah terjadi peningkatan impor dimana jumlah kuantitas impor tahun 2015 lebih besar daripada kuantitas impor tahun 2010. Dalam metode analisis ini, hanya dengan menggunakan titik tolak tahun awal 2010 maka dapat dinyatakan telah tejadi peningkatan impor secara absolut.
Penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard)
Syarat-syarat penerapan Safeguardsebagaimana dijelaskan dalam Article 2 Agreement on Safeguard adalah sebagai berikut:[footnoteRef:13] 1. Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk jika produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah  demikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung bersaing. 2. Tindakan Safeguard akan diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya. [13: Muhammad Sood, Op.Cit. hlm. 277] 

Kebijakan penerapan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard) oleh negara pengimpor dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan penyidikan dan pembuktian, penentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan. Kegiatan penyelidikan terhadap lonjakan impor dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan dilakukan oleh KPPI, hal ini ditegaskan dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Penyelidikan oleh KPPI dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KPPI, dengan bukti awal sebagai mana dijelaskan dalam pasal 72, yaitu “Lonjakan atas jumlah barang impor yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing; danKerugian serious atau ancaman kerugian serius”.[footnoteRef:14] [14: Ibid, hlm. 280] 

Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan
TindakanPengamananSmentara
Pengenaan tindakan pengamanan sementara dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan pengamanan tetap. Tindakan pengamanan sementara dilaksanakan semenjak inisiasi atau permulaan proses penyidikan yang didahukukan  dengan notifikasi. Tindakan pengamanan sementara diatur dalam Article 6 Agreement on Safeguard, tindakan ini diperlukan apabila kondisi industri dalam negeri dalam “keadaan kritis”. Yaitu apabila tidak dilakukan tindakan secepatnya akan tercipta keadaan yang semakin sulit untuk dilakukan perbaikan dan pemulihannya.[footnoteRef:15] [15: Komite Antidumping Indonesia & Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Pengenaan Tindakan Safeguard (bagian pertama), Fair Trade, Nomor 3 Tahun II, Maret 2006, hlm. 4] 

TindakanPengamananTetap
Tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam tiga bentuk, yaitu peningkatan bea masuk, ditetapkan kuota impor dan kombinasi kedua bentuk tersebut. Jika tindakan safeguard ditetapkan dalam bentuk kuota, jumlah kuotanya tidak boleh lebih kecil dari data impor rata-rata dalam tiga tahun terakhir. Dengan kata lain, untuk kasus pengenaan jumlah kuota yang berbeda dari rata-rata impor tiga tahun terakhir diperlukan adanya bukti atau pembenaran secara khusus.[footnoteRef:16] [16: Ibid.] 
















III. PENUTUP

Kesimpulan
	Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sistem tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard) dalam ketentuan WTO berlaku sejak adanya perundingan safeguard pada perundingan General Agreement On Tariff and Trade (GATT) Tahun 1947 lalu disepakati dalam perundingan safeguard di Marocco tahun 1994 dan diratifikasi dalam Agreement on Safeguard. Ketentuan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) dalam tata hukum indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.Bentuk tindakan pengamanan perdagangan yang dapat dilakukan adalah berupa pengenaan bea masuk dan penetapan kuota. Penerapan safeguard di Indonesia dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan diberlakukan setelah diadakannya pembuktian yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) berdasarkan adanya permohonan oleh produsen dalam negeri atau pihak terkait lainnya dan/atau berdasarkan inisiatif dari KPPI sendiri. Dengan adanya bukti awal menurut pasal 72 ayat (2) yaitu adanya “lonjakan atas jumlah barang impor yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing; dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
Saran
	Adapun saran dalampenelitianiniadalahdalam menentukan kebijakan luar negeri pemerintah hendaknya memperhatikan kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam negeri untuk menghadapi perdagangan bebas. Karena ACFTA sudah ditetapkan maka pemerintah dan pelaku usaha harus bekerja sama untuk meningkatkan mutu dan kualitas industri agar siap dan mampu bersaing di pasar bebas.Lalu pemerintah agar mengawal peraturan-peraturan diatas, sebagai landasan hukum untuk mengatur tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard) sehingga industri dalam negeri tidak mengalami kerugian atau ancaman kerugian seriusdan pemerintah agar memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait di dalam perdagangan internasional mengenai tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) sehingga terwujudnya industri dalam negeri yang terhindar dari kerugian dan ancaman kerugian serius.
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